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Dalamhalini, menganalisatentangkinerjaBadanKepegawaianDaerah 

Kabupaten Malang 

sehubungandenganpengangkatanjabatandalamprestasikerjaPegawaiNegeri

Sipil Daerah. 

3. LokasiPenelitian 

Lokasipenelitian yang dipiliholehpenelitidalampenelitianiniadalahdi 

BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Malang 

denganpertimbanganBadanKepegawaian Daerah Kabupaten 

Malangmerupakansalahsatulembaga yang 

mempunyaikewenanganuntukmengangkatPegawaiNegeriSipil yang 

berprestasidalamjabatanstruktural. 

4. JenisdanSumber Data 

A. Jenis Data 

Jenis data yang 

digunakandalampenelitianiniadalahterbagimenjadiduaberdasarkancara

memperolehnya, yaitu data primer dan data sekunder. Yaitu : 

1. Data Primer  : 

Jenis data primer adalah data yang didapatkandarihasilpenelitian di 

lapangandenganmenggunakanmetodewawancara, 

observasimaupunquestionaire.Cara 

inidilakukandenganmengadakanpengamatansecaralangsungpadaob

yekpenelitianuntukmemperoleh data yang sesuaidengankenyataan. 

2. Data Sekunder  : 
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Data sekunderadalah data tambahanuntukmelengkapi data pokok 

yang diperolehdari : 

a. Peraturanperundang-undangandalamhaliniperaturan yang 

digunakanadalahPasal 17 Undang-undangRepublik Indonesia 

Nomor 43 Tahun 1999 TentangPokok-pokokKepegawaian. 

b. Literaturhukumbaikdaribuku-buku, makalah, suratkabar, 

majalah, internet yang berkaitandenganpenelitianini. 

 

B. Sumber Data : 

1. Data Primer  : 

 Hasilwawancaradenganpihak-

pihakterkaitselakuresponden yang 

berasaldarilokasipenelitianyaitu 

UnitSubbidangJabatanBadanKepegawaian Daerah Kabupaten 

Malang yang berhubungandenganpenelitian. 

2. Data Sekunder  : 

Sumber data primer 

dalampenelitianinidiperolehdariPerpustakaanPusatUniversitas

Brawijaya Malang, 

PerpustakaanFakultasHukumUniversitasBrawijaya Malang, 

PerpustakaanPusat Kota Malang, Situs-situs Internet. 

5. TeknikPengumpulan Data 

a. Data Primer  : 

Data Primer diperolehdengancaraObservasi, yaitupengamatan 

di lapangan, danwawancara yang bebasterpimpin, 
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yaitudilakukandenganmempersiapkanterlebihdahulupertanyaan-

pertanyaansebagaipedoman, 

tetapimasihmemungkinkanmelakukanvariasi-variasipertanyaan 

yang disesuaikandengansituasiketikawawancara.
17

 

b. Data Sekunder  : 

1. StudiKepustakaan 

Yaitudengan cara mengumpulkan data dan 

mempelajarinya serta memahami literatur-literatur 

melaluipengumpulan data 

dariberbagainarasumberdaninformasiseperti dari internet, 

buku literatur dan lain sebagainya yang 

sebagaimanadapatmenunjanginformasiuntukhasilpenelitian 

yang dilakukanolehpeneliti. Sehingga dapat dijadikan 

sebagai bahan perbandingan yang akurat untuk sebuah 

kajian pustaka yang di bahas dalam 

penelitianPenerapanPasal 17 Undang-undangRepublik 

Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentangPokok-

pokokKepegawaianMengenaiPengangkatanJabatanStruktura

lTerhadapPrestasiKerjaPegawaiNegeriSipil Daerah. 

 

2. StudiDokumentasi 

Yaitupengumpulan data dengancaraterjun langsung 

ke lapangan. 

                                                           
17

Ibid 
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6. PopulasidanSampel 

a. Populasi : 

Populasi di dalampenelitianiniadalahpegawai yang bekerja di Unit 

SubbidangJabatan di BadanKepegawaian Daerah PemerintahKabupten 

Malang. 

b. Sampel : 

Sampel di dalampenelitianiniadalahKasubidMutasiJabatanStrukturaldi 

BadanKepegawaian Daerah PemerintahKabupaten Malang, yang 

menanganipelaksanaanPengangkatanJabatan PNS Daerah. 

c. Responden 

1. KepalaBagianSubbidangJabatan di BadanKepegawaian Daerah 

Kabupaten Malang. 

2. KepalaSubbidangMutasiJabatanStruktural di BadanKepegawaian 

Daerah Kabupaten Malang. 

3. PegawaiNegeriSipil di BadanKepegawaian Daerah Kebupaten 

Malang sebanyak 2 (dua) orang 

Sehinggadalampenelitianinijumlahrespondenadalahberjumlah 4 

(empat) orang. 

 

7. TeknikAnalisis Data 

PenelitimenjalankanpenelitiannyadanmenulisAnalisis data 

penelitianiniakandianalisadenganmelaluiberbagaitahap, 

yaitusebagaiberikut : 

1. editing data tahap 1  

2. tahapperbaikan data kedua 
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3. daninterpretasiatas data yang telah di editing. 

Teknikanalisa data yang digunakan di 

dalampenelitianiniadalahteknikdeskriptifanalisis, 

yaituprosedurpemecahanmasalah yang ditelitidengancaramemaparkan data 

yang diperolehdarihasilwawancara, kepustakaan, danpengamatan, 

kemudiandiinterpretasikanlaluditarikkesimpulan
18

. Dan halinitelah di 

lakukangunauntukmelakukanpemahamanakanhasilpenelitian yang 

dilakukanpenelitiberjalanlancardansesuaihasil yang ingindicapai.
 

8. DefinisiOperasional 

Definisioperasionaldalampenelitianiniadalah : 

1. TinjauanKepegawaian. 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah undarg-undang 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 

Pokok-pokok Kepegawaian Karena Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

1999 sifatnya hanya perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974, maka dengan demikian beberapa 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sepaniang 

belum diubah masih tetap berlaku. 

Undang-undang tersebut di atas disebut undang-undang tentang 

Pokok-pokok Kepegawaian karena dalam undang-undang tersebut di 

atur pokok-pokok mengenai kedudukan kewajiban, hak, dan 

pembinaan pegawai negeri. Untuk dapat memahami lebih lanjut 

                                                           
18

Hanitijo, Ronny Metodologi Penelitian Hukum, Balai Pustaka, Bandung 1999, hlm.56 
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tentang kepegawaian, maka di bawah ini akan disebutkan pengertian 

beberapa istilah dalam kepegawaian. Istilah-istilah tersebut adalah: 

a. Kepegawaian 

Menurut penjelasan umum dalam Undang-Undang (UU) 

Nomor 8 Tahun 1974 disebut bahwa yang dimaksud dengan 

Kepegawaian adalah segala hal-hal mengenai kedudukan, 

kewajiban, hak, dan pembinaan pegawai negeri". 

b. Pegawai Negeri 

Secara sederhana pengertian "Pegawai Negeri adalah 

seseorang yang bekerja pada instansi/lembaga pemerintah dat 

digaji dengan anggaran pemerintah". Dalam Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Pegawai Negeri 

adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah 

memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang 

berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau 

diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku". 

2. TinjauanPengangkatanJabatanStruktural. 

Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat 

tertentu. Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan 

berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, 

prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu 

serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, 

agama, ras dan golongan.Jabatan Struktural adalah kedudukan yang 
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menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang 

Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi 

negara. 

Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional 

yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Untuk dapat 

diangkat dalam jabatan struktural, seorang Pegawai Negeri Sipil harus 

memenuhi persyaratan tertentu
19

. 

3. TinjauanPrestasiKerjaPegawaiNegeriSipil Daerah. 

Prestasikerjaadalahhasilkerja yang 

dicapaiolehsetiapPegawaiNegeriSipilpadasatuanorganisasisesuaidenga

nsasarankerjapegawaidanperilakukerja.Dalamrangkapenyelenggaraanp

embinaanPegawaiNegeriSipilberdasarkansistemprestasikerjadansistem

karier yang dititikberatkanpadasistemprestasikerja, 

makapenilaianprestasikerjaPegawaiNegeriSipildilaksanakandenganber

orientasipadapeningkatanprestasikerjadanpengembanganpotensiPegaw

aiNegeriSipil. 

Penilaianprestasikerjamerupakansuatu proses 

rangkaianmanajemenkinerja yang 

berawaldaripenyusunanperencanaanprestasikerja yang 

berupaSasaranKerjaPegawai (SKP), penetapantolokukur yang 

meliputiaspekkuantitas, kualitas, waktu, 

danbiayadarisetiapkegiatantugasjabatan. 

PelaksanaanpenilaianSasaranKerjaPegawaidilakukandengancaramemb

                                                           
19

PeraturanPemerintahNomor 100 Tahun 2000 

tentangPengangkatanPegawaiNegeriSipilDalamJabatanStruktural; 



38 
 

andingkanantararealisasikerjadengan target yang telahditetapkan. 

Dalammelakukanpenilaiandilakukananalisisterhadaphambatanpelaksan

aanpekerjaanuntukmendapatkanumpanbaliksertamenyusunrekomendas

iperbaikandanmenetapkanhasilpenilaian. 

Untukmemperolehobjektivitasdalampenilaianprestasikerjadigun

akan parameter penilaianberupahasilkerja yang nyatadanterukur yang 

merupakanpenjabarandarivisi, misi, dantujuanorganisasi, 

sehinggasubjektivitaspenilaiandapatdiminimalisir.Dengandemikianhan

yaPegawaiNegeriSipil yang berprestasi yang 

mendapatkannilaibaik.Dalamrangkameningkatkandayagunadanhasilgu

napenilaianprestasikerjadilaksanakandenganpendekatanpartisipasidala

martiPegawaiNegeriSipil yang dinilaiterlibatlangsungsecaraaktifdalam 

proses penetapansasarankerja yang akandicapai, dan proses penilaian. 

Hasilrekomendasipenilaianprestasikerjadigunakanuntukpeningk

atankinerjaorganisasimelaluipeningkatanprestasikerja, 

pengembanganpotensi, dankarierPegawaiNegeriSipil yang 

bersangkutansertapengembanganmanajemen, organisasi, 

danlingkungankerja.SistempenilaianprestasikerjaPegawaiNegeriSipil 

yang bersifatterbuka, 

diharapkandapatmeningkatkanmotivasidanproduktivitaskerjasertamenc

iptakanhubunganinteraksiantarapejabatpenilaidenganPegawaiNegeriSi

pil yang 
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dinilaidalamrangkaobjektivitaspenilaiandanuntukmendapatkankepuasa

nkerjasetiapPegawaiNegeriSipil.
20
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